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~  KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU Provinsi Kalimantan Barat
dibuat, untuk memberikan gambaran terkait capaian dan realisasi kinerja sasaran
yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra,
Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaan capaian sasaran strategis, sasaran program, realisasi
anggaran, dan pelaksanaan rencana aksi, tentu masih terdapat target dan capaian
yang belum maksimal yang akan menjadi bahan evaluasi yang akan menjadi point titik
berat yang membutuhkan komitmen KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk
memperbaiki target dan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU Provinsi
Kalimantan Barat ini dibuat. Semoga bermanfaat dalam mewujudkan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu

yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Pontianak, 30 Januari 2026

Ketua,

Muhammad Syarif
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*  LATAR BELAKANG

Laporan Evaluasi Internal merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi
dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja
seluruh unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi internal
merupakan salah satu unsur penilaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam
periode tahun tertentu, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang
tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Penyusunan Laporan ini didasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian dan
realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang
tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang
dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Hasil kinerja KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berorientasi pada output
maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran
kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh
jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat pada
tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Provinsi
Kalimantan Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan

Clean Government.
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Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
program/kegiatan.

2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan
kegiatan pada Tahun 2025.

3. Sebagai tolok ukur perbaikan dan evaluasi untuk capaian program/kegiatan pada

tahun-tahun berikutnya.
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= TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi :

1. Tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi adalah :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

c. Mengoordinasikan, = menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya
kepada KPU,;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan
mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan
suara di KPU Kabupaten/Kota;

g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Bawaslu Provinsi, dan KPU;

h. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat
berita acaranya;

i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

j- Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
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k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu; dan
I.  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(OMISI PEMILIHAN UMUM

PENYERAHAN PEN EPATUHAN
ATAS PENGELOLAAN BELANJA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
PERIODE TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN SEMESTER | TAHUN 2025

2. Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

Pasal 16 menyebutkan bahwa wewenang KPU Provinsi adalah :

a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;

b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota
dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;

c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota
DPRD provinsi dan mengumumkannya;

d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan ter-
ganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

Pasal 17 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah :

a0 T o

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan,;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU,

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi
dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani
oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. Melaksanakan keputusan DKPP; dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, berikut adalah Tugas,

Wewenang dan Kewajiban KPU :

1. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

a.

menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap
tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya
bersifat mengikat;

mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;

melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota;

memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten,
dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan.

2. Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

a.
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memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara
adil dan setara;

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada
masyarakat;

melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu
mengenai sanksi administrasi Pemilihan;

melaksanakan Keputusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




. STRUKTUR ORGANISASI KPU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga
yang bersifat nasional adalah hierarkis. Hierarkis artinya lembaga yang ada di bawah
bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU
Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi
bertanggungjawab kepada KPU.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi
Kalimantan Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris
KPU. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota didukung oleh Sek-
retaris KPU Kabupaten/Kota.

Berikut uraian terkait struktur organisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat :

1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen
Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa
jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah
jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari
akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain
sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara dan

tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi Kalimantan
Barat beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada
tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi

Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 8



geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum
(KPU) untuk tingkat Kabupaten/Kota kembali berjumlah lima orang setelah
putusan MK atas perkara Nomor 31/PUU-XVI1/2018 pada tanggal 24 Juli 2018.

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU pada setiap tingkatan satuan kerja.
Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di
masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan
membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam

mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Jumlah Anggota KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat
berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang. Adapun rincian jumlah anggota KPU di

setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Anggota KPU se-Kalimantan Barat
—
1. Provinsi 5 6,67%
2. Kabupaten/Kota 70 93,33%
TOTAL 75 100%

Tabel 2
Jumlah Anggota KPU se-Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin

1. Laki-laki 65 86,67%
2. Perempuan 10 13,33%
TOTAL 75 100%
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GRAFIK 1
JUMLAH ANGGOTA KPU SE-KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN JENIS KELAMIN Jumlah (orang)

Persentase (%)
Jumlah (orang)

Laki-Laki Perempuan

Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya,
melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Adapun pembagian
5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan

««««««
"’ | KOMISI PEMILIHAN UMUM
U mum Ka bu paten/ WS | PROVINSI KALIMANTAN BARAT :
ﬁ[’/’.,‘,,,,;#‘_,

Kota, adalah < fo02

-

sebagai berikut :

KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
PERIODE 2023 - 2028

Muhammad
Syarifuddin Budi

L

Keuangan, Umum, Rumah Tangga
dan Logistik

Syarifah N
Nuraini Suryadi

Ketua Divisi

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Teknis Penyelenggaraan

Heru Kartono
Hermansyah - Nuryadi

> Ketua Divisi
Ketua Divisi v Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

Hukum dan Pengawasan ( Partisipasi Masyarakat,
dan Sumber Daya Manusia

|SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA
KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
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b. Pegawai Sekretariat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan
administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga,
sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan
yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi
KPU.

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada
dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Pada Tahun 2025 jumlah
pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupat-
en/Kota se-Kalimantan Barat berjumlah 448 (empat ratus empat puluh delapan)
orang, yang terdiri dari 257 (dua ratus lima puluh tujuh) orang PNS, 162 (seratus
enam puluh dua) orang PPPK dan 29 (dua puluh sembilan) orang Tenaga Non
ASN. Adapun rincian pegawai KPU se-Kalimantan Barat berdasarkan jenis

kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Pegawai KPU (PNS, PPPK dan Tenaga Non ASN) KPU se-Kalimantan Barat

berdasarkan Jenis Kelamin

1. Laki-Laki 284 63,39%
2. Perempuan 164 36,61%
TOTAL 448 100%

&

Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025



Tabel 4

Rincian Jumlah Pegawai KPU (PNS, PPPK dan Tenaga Non ASN)
se-Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin

°
Jenis Kelamin
Satuan Kerja Laki-Laki Perempuan
PNS PPPK |Non ASN| PNS PPPK |Non ASN

Provinsi Kalimantan Barat 8 25 2 26 3 1
Kabupaten Sambas 10 7 1 7 4 0
Kabupaten Mempawah 11 9 1 5 1 1
Kabupaten Sanggau 10 5 1 7 3 3
Kabupaten Ketapang 7 9 i} 8 4 0
Kabupaten Sintang 11 9 0 4 3 0
Kabupaten Kapuas Hulu 11 7 2 4 2 0
Kabupaten Bengkayang 7 6 2 8 3 1
Kabupaten Landak B 7 3 G 2 0
Kabupaten Sekadau 11 8 i} 5 3 0
Kabupaten Melaw 9 5 0 B 5 0
Kabupaten Kayong Utara 10 7 2 5 1 1
Kabupaten Kubu Raya 8 8 2 8 1 1
Kota Pontianak 10 4 3 10 0 2
Kota Singkawang 9 9 i} 8 2 0

TOTAL 140 125 19 117 37 10
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Upaya pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
terhadap pegawai sekretariat terus dilakukan. Bentuk kegiatan yang ditawarkan
kepada pegawai sekretariat yang memenuhi syarat yakni melalui pendidikan dan
pelatihan (Diklat) sesuai orientansi tugas hingga program S2 Tata Kelola Pemilu
(TKP). Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir,
komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat terdiri dari pegawai dengan latar belakang

Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah ASN (PNS dan PPPK) KPU se-Kalimantan Barat berdasarkan Jenjang Pendidikan
9
Pendidikan Terakhir
Satuan Kerja 52 S1 D3 SLTA SLTP
PNS |PPPK :‘s"; PNS |PPPK ;‘;ﬂ PNS |PPPK ":;:l PNS |PPPK ;‘;’,’; PNS |PPPK ;‘s";

Provinsi Kalimantan Barat 9 0 0 23 14 2 2 1 0 0 12 1 0 1 0
Kabupaten Sambas 1 0 0 11 1 1 0 3 0 5 7 0 0 0 0
Kabupaten Mempawah 1 0 0 9 5 1 2 0 1 4 5 1] 0 1] 0
Kabupaten Sanggau 1 0 0 10 3 2 1 0 1 5 5 1 0 0 0
Kabupaten Ketapang 0 0 0 13 6 0 0 3 0 2 4 1] a 1] a
Kabupaten Sintang 0 0 0 9 6 0 2 0 0 4 5] 1] 0 1] 0
Kabupaten Kapuas Hulu 0 0 1 9 3 1 2 0 0 4 S 0 0 0 0
Kabupaten Bengkayang 2 0 0 9 2 2 0 1 1 4 6 0 0 0 0
Kabupaten Landak 0 ] 0 8 4 2 2 1 1 4 4 0 0 0 0
Kabupaten Sekadau 1 0 0 13 5 1] 2 0 1] 0 6 0 0 0 0
Kabupaten Melaw 2 0 0 11 5 0 0 a 0 2 5 1] a 1] a
Kabupaten Kayong Utara 1 0 0 11 2 1 3 2 1 0 4 1 0 0 0
Kabupaten Kubu Raya 2 0 0 12 4 2 2 1 1] 0 4 1 0 0 0
Kota Pontianak 2 0 0 16 2 4 1 0 1 1 2 1] 0 1] 0
Kota Singkawang 2 0 0 12 5 1] 1 0 1] 2 5 0 0 0 0

TOTAL 24 0 1 178 | 67 18 20 12 6 37 82 4 0 1 0
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2. Bagan Hubungan Organisasi
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipelogi Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Barat masuk ke dalam Tipelogi B dan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
1153/SDM.01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Berdasarkan ketentuan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
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Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, serta sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat
Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah memberlakukan
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pejabat administrasi pada Sekretariat KPU
Provinsi sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2024 sebagai proses implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023, berikut bagan dari struktur organisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat
di Tahun 2025 :

|STRUKTUR ORGANISASI KPU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT |

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dra. KRISNAWATY KRISTINA
BANJARNAHOR, AP., M.M.

Sekretaris
s PN,
H

%‘ i
DARWIN TARIGAN, S.E., M.Si. DENI TRISNEﬁj , S.H., M.H.

Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi,
Umum, dan Logistik dan Hukum Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

[ I

sul BAGIAN TEKNIS MAA
SUB BAGIAN KEUANGAN p:uv:l.:uﬂn.nunl PEMILU DATADANINEORMASE

ROSINTAM. IKAKARTIKA, B.SENO SUHARVO,
PARDEDE, S.E. \,
Kepala Sub Bagian Kauangan p \ s n a g n Tekni Kapa\a Sub Bagisn Perancanaan
s n Pemi Dats can Informas|
[+ £ (=) N F: ]

SUB BAGIAN UMUI SUB BAGIAN PARHUMAS

WIDVA, NURE MURSRIWATI, TARSINAH, SH.
PRAMITHASARI, 5.E. S.E. Kepala Sub Bagian Parhumas
Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Hukum o dansom
oy O ammeam 9 | 2 ITNATULHAZANAH.
Sdon = o SN

dan Logistik

E ey

COCHEE
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KPU Provinsi Kalimantan Barat masuk ke dalam Sekretariat KPU Provinsi Tipelogi B.
Dalam pelaksanaan penataan pegawai, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga
berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
2245 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota, berikut Peta Jabatan
Sekretariat KPU Provinsi Tipelogi B :

0. PETA JABATAN PROVINSI B

%) ¢oul—c >

SEKRETARIAT KPU PROVINSI B
I
— = I
Rl L : Al S  MANUSIA
—{ Subbagian Keuangan 9 —l Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu I 9 —-17 Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi J 9 Kelompak Jabatan Fungsinal Ks|
L Penata Kelola Pemilu Ahli Madya 12 2
Jabatan xs| Jabatan xs| K l: Jabatan ms| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 12| 1
Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan > 4 3 Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12 1
Pengolah Data dan Informasi 6 | 2 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 7 | 2 (P‘M:""‘::’“"‘ Sistem dan Teknologl 7 | 2 Penata Kelola Pemilu Abli Muda. 0] 3
Pengelola Layanan Operasional | 2 Pengolah Data dan Informasi 6| 2 Pengolah Data dun Informasi 6 | 3 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Abli Muda 0| 2
Operator Layanan Operasional 5 2 Pengelola Layanan Operasional 3 1 Pengelola Layanan Operasional 5 1 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10| 1
Pengadministrasi Perkantoran s |2 Operator Layanan Operasional s |2 Operator Layanan Operasional s |2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Mada 0] 1
Pengadministrasi Perkantoran 5| a Pengadministrasi Perkuntoran s | 2 Analis Hukum Abli Muda e
Pranata Keuangan APBN Penyelia 9 1
Arsiparia Ahli Muda 9 | 1
ubbagian Umum dan Logistik 9 Subbagian Hukum 9 tispan, gen X 9
Subbagian Umum dan Logia! I R dan Sumber Daya Manusia Pranata Komputer Ahli Muda s | 1
Penata Kelola Pemils Ahli Pertama s |25
Pranata Komputer Ahli Pertama 8 5
K \batan
Jabatan xs| ¥ Jabatan KLS Jai as| K e R =
Penelash Teknis Kebijakin 7| 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7] 2 Penclanh Teknis Kebijakan 7| 3 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8 | 1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi 7 1 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- 7 2 Pengolah Data dan Informasi 6 3 is Hukum Ahli Pe 8 1
Informasi undangan
Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengolah Data dan Informasi 6 2 Pengelola Layanan Operasional 6 2 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8 1
Pengelola Layanan Pengadaan 6| 2 Pengelola Layanan Operazional E Operator Layanan Operasional s | 2 Pengelola Pengadaan Barang/Jass Abli Pertama s |1
Pengadministrasi Perkantoran s | 4 Operator Layanan Operasional s |2 [Pengadministrasi Perkantoran s | 2 Pranata Keusngan APBN Mahir 8 | 2
Operator Layanan Operasional s | 2 Pengadministrasi Perkantoran s |2 Pranata Komputer Penyelia 8 |1
Pengelola Umum Operasional 3 6 Arsiparis Mahir 7 1
Pranata Keuangan APBN Terampil 7| 2
Arsiparis Terampil o 3
Pranata Komputer Terampil 6 | 1

Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K :Kebutuhan
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EVALUASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi
Kalimantan Barat telah menetapkan sebanyak
5 indikator kinerja dari 3 sasaran yang
dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja
sasaran strategis, kemudian menetapkan
sebanyak 6 indikator kinerja dari 6 sasaran
yang dituangkan dalam naskah perjanjian

kinerja sasaran program.

Dari keseluruhan indikator kinerja yang
ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil (mencapai 100% atau
mencapai target yang ditentukan) Adalah sebanyak 5 indikator, sedangkan data indikator
dalam sasaran program dinyatakan berhasil sebanyak 6 indikator.

Secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada
tabel berikut :

“ Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(2 (3 (4 (5 (6)

(1)

1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia  Nilai Akuntabilitas Kinerja B BB 100%
dan Lembaga KPU Provinsi
Kalimantan Barat yang berkualitas Nilai Keterbukaan Informasi 90 97,85 108,72%
Pubik
2  Terwujudnya koordinasi Persentase penyelenggaraan 100% 100% 100%
penyelenggaraan kepemiluan yang Pemilu/Pemilihan di Kalimantan
sesuai dengan Standar Pelayanan Barat sesuai dengan jadwal dan
Publik, disertai pengelolaan data dan  ketentuan yang berlaku
informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis
teknologi informasi yang terintegrasi
3  Terwujudnya Pemilu Serentak yang Persentase pelaksanaan 100% 100% 100%
aman dan damai disertai Pemilu/Pemilihan yang aman
penyelesaian sengketa hukum yang dan damai di Kalimantan Barat
baik di Kalimantan Barat Persentase Sengketa Hukum 90% 100% 111,11%

>
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EVALUASI CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Capaian Kinerja Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

(1) (2) 3 (4) (©) (6)

1

Meningkatnya Kapasitas SDM yang
Berkompeten di KPU Provinsi
Kalimantan Barat

Terwujudnya Dukungan Sarana dan
Prasarana Guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas di KPU Provinsi
Kalimantan Barat

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan
Barat

Terwujudnya Data Pemilih secara
Berkelanjutan di Kalimantan Barat

Terlaksananya penetapan Keputusan
KPU Provinsi Kalimantan Barat yang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta
pendokumentasian informasi hukum
Terwujudnya Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal di
Kalimantan Barat

Persentase Kesesuaian Kompetensi
Pegawai terhadap Standar
Kompetensi penugasannya

Persentase Tersedianya Sarana
dan Prasarana untuk Memenuhi
Kebutuhan Kerja Pegawai yang
Berfungsi dengan Baik

Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas
Kinerja KPU Provinsi

Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
memutakhirkan data pemilih tepat
waktu

Persentase Keputusan KPU
Provinsi yang disusun dan
diharmonisasi dengan tepat waktu

Persentase keberhasilan
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
yang sesuai jadwal

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

BB

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

111,11%

100%

Capaian kinerja yang berhasil di capai KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak

lepas dari upaya maksimal seluruh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Barat,

Komisioner, Sekretariat dan kinerja KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang

konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang

disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta

reviu yang dilakukan Inspektorat Utama KPU Republik Indonesia.
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" EVALUASI CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Pada awal Tahun Anggaran 2025 KPU Provinsi Kalimantan Barat secara
keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 17.670.187.000,- (Tujuh
Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
dalam 1 (satu) program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 17.670.187.000,-.

Sepanjang Tahun 2025 terdapat 18 (delapan belas) kali revisi DIPA, terdiri dari
revisi DIPA ke Kanwil dan revisi DJA yang dilakukan KPU RI dengan revisi terakhir
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.243.422.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus
Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) pada tanggal
19 Januari 2025 dengan rincian program sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar
Rp. 20.881.835.000,-;
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 14.361.587.000,-.

Berdasarkan dari pagu anggaran tersebut, berikut Laporan Realisasi Anggaran untuk
Tahun 2025 :

Tabel 6

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 KPU Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Program Per 31 Desember 2025

076.01.CQ Penyelenggaraan Rp. 20.881.835.000,- Rp 20.881.835.000,- 100%
Pemilu dalam Proses
Konsolidasi
Demokrasi

076.01.WA Program Dukungan Rp. 14.361.587.000,- Rp 14.352.447.290,- 99,94%
Manajemen

TOTAL Rp. 35.243.422.000,- Rp 35.234.276.700,- 99,97%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dari Aplikasi SAKTI Tahun 2025

&»
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Adapun Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 KPU Provinsi
Kalimantan Barat hingga ke level sub output per 31 Desember 2025 adalah sebagai
berikut :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output;, SubOutput;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654471 KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Hal 1 dari 1
JUMLAH SELURUHNYA 35,243,422,000 33,298,204,183 1,936,072,517 35,234,276,700 2257 % 9,145,300
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 20,881,835,000 0 20,881,829.410 0 20,881,829.410 100.00 5,590
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 20,831,845,000 0 20,831,840,000 0 20,831,840,000 100.00 5,000
BDE Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 20,831,845,000 1] 20,831,840,000 0 20,831,840,000 100.00 5,000
BDB.001 g:iil’&%skiaz?ugisgwaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan 20.821,845,000 0 20 831 840 000 0 20,631,840,000 100.00 5,000
CQ.7016 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal 49,990,000 0 49,989,410 0 49,989,410 100.00 590
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 49,950,000 0 49,989 410 0 49989410 10000 590
app.ooz Fasilitasi Pendidikan Pemilin Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal 49,990,000 0 49.989 410 0 49.989.410 100.00 =50
‘WA Program Dukungan Manajemen 14,361,587 ,000 0 12,416,374,773 1,936,072,517 14,352,447 290 99.94 % 9,139,710
‘WA.3355 Pengelolaan Keuangan 6,675,973,000 0 6,008,954,273 658,049,773 6,667,004,046 99.57 % 8,968,954
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 6,675,973,000 1] 6,008,954,273 658,049,773 6,667,004,046 99.57 % 8,968,954
EBA.994 Layanan Perkantoran 6,675,973,000 0 6,008,954,273 658,049,773 6,667,004,046 99.87 % 8,968,954
'WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana 7.675,662,000 0 6,397.468,714 1,278,022,744 7,675,491,458 100.00 170,542
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7,585,273,000 1] 6,307.080,712 1,278,022,744 7,585,103,456 100.00 169,544
EBA.994 Layanan Perkantoran 7,585,273,000 1] 6,307,080,712 1,278,022,744 7,585,103, 456 100.00 169,544
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 90,389,000 a 90,388,002 0 90,388,002 100.00 998
EBB.951 Layanan Sarana Internal 90,389,000 o] 90,388,002 0 90,388,002 100.00 998
‘WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan 9,952,000 0 9,951,786 0 9,951,786 100.00 214
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 9,952,000 1] 9,951,786 0 9,951,786 100.00 214
QDB.002 Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan 9,952,000 a 9,951,786 0 9,951,786 100.00 214
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" EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Rencana Aksi KPU Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2025
Target Kinera L m:;"‘*g. e Anggaran (Rp) (Dalam Juta)
HT| Sasaran Strategls Indikator Kinerja Rencana AksliAkiivEas Penanggung [awab
TW1 | TW2 | TW3 | TW4 W1 ™w2 W2 T4 ™1 W2 | TW2 T4
Pendataan DPT
1 Divis! Perencanaan
Berkelan|utan [Rakor - - - ' - - - 5952 000
POPS ke Jakar) Kegatan Data dan Informasi
Rakor Sinkronisasl dan
Valldas! Data
;5:;?3;:?53’;:;7 " - - ! 2 |Bws Perencanzan, - - | - | t1asz280m0
Prowisl Semesiar 1 dan 2) Keglatan | Kegiatan | Data dan Informas)
seria Faslitasl Adminisiras!
Kerjasama KPU
Miial Akunizbilias
Kinesa - - B - |Rapat kKoormnasi, . - Divisl Keuangan,
KonsuMtasl, Suparvisidan | - - Umum, Logistk gan - - - | oo.292.000
Mionltoring Kegaman | Kegatan | o an Tangga
Pemoayaran Gall dan
Tunjangan Uang Divis] Keuangan,
K=nomatan serta 25% 25% 25% 25% Umum, Logistk dan - - - E.675.973.000
Pemoayaran Gajl PPPK Rumah Tangga
Terwu|udnya Sumber KPU {P3K)
Diaya Manusia dan
1 |Lembaga KPU Provins! Dwis! Keuangan,
Kalimantan Barat yang Layanan Parkanioran 5% | 28% 259 25%  |Umum, Logistk gan - - - | 7.002.273.000
perkuaitas Rumah T‘angga
Divizl Soslalisasl,
Soslalisasl Pendidikan Pendidikan Pemilih,
iy 5% | 25% 25% 2% | oiepss) £9.990.000
Masyarakat dan SDM
Divisl Keuangan,
Penataan. Pengataan dan | 75% 25% s0%  |Umum, Logistk dan - - - 32.160.000
Penlialan Arsip
Rumah T‘angga
Nial Keterbukaan
Divisl Keuangan,
mrormasi pupm | 10% | 20% | 20% | 20% | pangagaan peraatan B - - 100% |Umum Lnglsghk dan - - | - | oo3ssom0
Faslitas Perkanioran : e
Rumah Tangga
Paodcast dan Narasumber
Sogalisas! Penmdikan Dwis! Soslalisas],
Pamill, FGD, Sosallsas! Pendiaikan Pemiin
: § 25% 25% 25% 25% ' - - - 15.300.000
PAW, Rapim sera Pariisipas!
Evalias! dan Penguatan Masyarakat dan SDM
PRID
Tenwu|udnya koordnas!
penyelenggaraan
kepemiluan yang sesual pme':eme
gengan Stangar penyeinggarssn
Pelayanan Fupli, disertal | P 2miwPemilian Divis] Teknis
z sesual dengan 100% - - - 100% - - -
pengeioiaan data gan Penyelenggaraan
Infarmas! sarta |aawal dan
cokumentas! pelaksanaan :ﬁ;‘l‘:a"}'a”g
Pemilu bertasis teknokagl
Infarmasl yang terntegras:
Persentase
pelaksanaan P sl Peisksanaan masessoon| - | - -
pemiwpemmman [ [ | wos| - i _ |owamiTekms
yang aman dan Penyelenggaraan
gamal dl
Tenwujudnya Pemiu
Serentak yang aman gan |Falimantan Earat
3 gamal disertal
penyelesalan sengkata  [Persentase
hukum yang oalk al Sengketa Hukum
Kalimantan Barat yang
dimenangkan
Divisl Hukum gan
KPU Provinsl dan |90% - - - 100% - - -
ity Pengawasan
Kabupaten¥ota
se-Kalmartan
Barat

Pontianak, 31 Desambar 2025
Ketua

o

| :
Mn.lrynrrm Syarif
|

\
b
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Selama Tahun 2025, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan seluruh

kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada Rencana Aksi Kinerja. Berikut monitoring

dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 :

arget Capaian
Target Kinerja Frogram/Kegiatan/Sub ProgramiKegiatan/Sub Capaian Anggaran (Rp) (Dalam Juta)
NO|  Sasaran Strategis indikator Kinerja Rencana g PE‘;::%%”"“ g
Tw | Twz|Twa | Twa Tw | Twz | Tws | Twa ™ Twz | Twa w4 w1 [Twz| Tws | Twe | TAERAN ™1 w2 W3 e
Pendataan DFT 1 g::r'mamm 1
Berhelanjutan (Rekor | - [Kegia| - s . - - | ess2om0 - |wegia| - | - |1Kegistan - 0.051.780 -
PDOPB ke Jakarts) tan ta dan tan
informasi
Rakar Sinkronisasi dan|
Validasi Data
POFB dan Rapst hici
Pieno Rekap PDPB 1| =2 1] o2
o __|Perencanaan, s )
tingkat Provinsi - | - |Kegia| Kegist | - - | eserapoo | - | - |Kegia| Kegiat |3 Kegistan - - 120000 | 85447600
Semester 1 dan 2) tan | an tan | an
informasi
serta Fasiitasi
Administrasi
Kerjasama KPU
Nilai Akurtabilitas . [
Kinerja - - Rapat Keordinasi, 1 LA T 1 7
Konsutasi, Supervisi | - | - |Kegia| Kegist| ST o0 - - | sonzmenon | - | - |Kegia Kegiat | 8 Kegistan - - 12064000 | 282226178
dan Manitoring tan | an tan | an
Tangga
- -
embayaran Gl dan i Keuangan,
Tunjangan Uang e
Kehormatan serta 25% | 26% | 25% | 25% | T o0 - - |ee75.07a000 | 26% |25% | 26% | 25% | 100% | 1.501.550.581 | 1720.085.077 | 1486.402.308 | 1.868.067.080
Pembayaran Gaji i
PPPK KPU (P3K) =neas
Termujudnya Sumber
Daya Manusia dan Divisi Keuangan,

1 |Lembaga KPU Provinsi ol Limum, Logistik . o i
Kalimantan Barat yang Layanan Perkantoran 25% | 25% | 25% | 25% dan Rumah - - 6602080000 | 25% | 25% | 25% | 25% 100% 3.104 356.000 | 1.455 185553 | 1.027 445 602 | 1.015.085.019
berkualitas Tanggs

Divisi Sasialisasi,
Pendidikan
Sosialisasi Pandidikan | 550, | 255 | 25% | 25% |F=min- - - | 4o9s0000 | 25% [25% | 25% | 5% | 100% - - - 48880410
Pemilin Fartisipasi
Masyarskat dan
SOM
Divisi Keuangan,
Penataan, Pendataan || ogeq | ogeg | soge |Wmum Lodistk - - | s21e0000 | - |25%|25% | so% | 1o0% - - 3785000 | 28.324.500
dan Penilaian Arsip dan Rumah
Tangga
Nitai Keteroukaan | oo | aos | aps | 20m
Infrmasi Publik Divisi Keuangan.
Pengadaan Peralatan | - | 1003 |Ymum. Logissk - - | @osesoon | - | - | - |too%| 1o0% - - - 00.338.002
Fasilitas Perkantoran dan Rumah
Tangga
Podcast dan -
[t Divisi Sasialisasi,
e encidi Pendidikan
Sosialisasi Pendidikan o
Pemilin, FGD, 25 | 25% | 25% | 25% : - - | 15300000 | 259 | 25% | 25% | 28w | 100w - - - 15.300.000
o Fartisipasi
Sosialisasi PAW,
- Masyarakat dan
Ragim serta Evaluasi on
dan Penguatan FPID =
Terwujudnya koordinasi
pe
kepemiluan yang sesusi
o]~
Pelayanan Publik, disertsi Divisi Tehnis ;

2 sesusidengan  [100% | - | - toose| - | - ome| - | - | - 100% - - -
pengelolaan data dan Penyelenggaraan
! jadwal dan
informasi serta ketentuan yan
dokumentasi pelsksanaan [ 01 1 Y0
Pemill berbasis teknologi
informasi yang terintegrasi

Persentase
pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan 20 844 245 000 : 20524 840,000
A
emitaPemiinan [ oo | Filkada o] - | - Divisi Teknis o U R 100% B 3 :
yang aman dan Penyelenggaraan
 |camai g
Terwujudnya Pemitd ycalimantan Barat
Serentak yang aman dan
s damai disertai
penyelesaian sengketa |Fersentass
hukum yang baik g |S2ngketa Hukum
KalimantanBarat Y3
imenanghan
Divisi Hukum d
KPU Provinsidan |00% | - | - o0%| - | - P:"s'w”a;': an wow| - | - B 100% B - -
KPU e
Kabupatenkota
e Kalimantan
Barat

Pontianak. 31 Desember 2025
Mengetahui.
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" REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Adapun beberapa catatan/rekomendasi dari Tim Inspektorat KPU RI yang harus
ditindaklanjuti KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya perbaikan akuntabilitas

kinerja di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu melakukan penyusunan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi (tusi) serta
memenuhi unsur SMART, terutama untuk unsur batas waktu pencapaiannya (time-
bound);

Tindak lanjut :

- Indikator kinerja telah disusun sesuai Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2020-2024, adapun unsur batas waktu pencapaian (time-bound) tiap
indikator kinerja telah dituangkan di dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025.

2. Perlu melengkapi bukti dukung yang kuat untuk membuktikan bahwa hasil
pengukuran kinerja benar-benar berpengaruh sebagai dasar perubahan strateqi,
kebijakan dan rencana kerja;

Tindak lanjut :

- Dalam proses pengumpulan bukti dukung.

3. Perlu melakukan reviu internal SAKIP secara formal melalui Nota Dinas atau surat
pengantar hasil rapat pleno agar hasil reviu memiliki kekuatan administratif dan dapat
ditindaklanjuti dengan jelas;

Tindak lanjut :

- Dalam proses pengumpulan bukti dukung.

4. Perlu melakukan evaluasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan hasilnya digunakan
secara nyata untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Tindak lanjut :

- Dalam proses pengumpulan bukti dukung.
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Selama tahun 2025, KPU terus berupaya untuk meningkatkan implementasi

sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,

diantaranya adalah :

1.

Secara berjenjang penguatan komitmen Pimpinan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota melalui pemantauan pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
telah dilaksanakan setiap bulan. Pengukuran kinerja tiap bulan dilakukan oleh
pimpinan KPU bersama jajaran sekretariat KPU untuk memudahkan dalam menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

KPU Provinsi Kalimantan Barat terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota
terkait penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dan memberikan peningkatan
pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU; dan

KPU Provinsi melakukan pendampingan dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota
terkait optimalisasi penggunaan sistem aplikasi untuk mengukur pencapaian kinerja
setiap bulan serta memastikan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan dengan
benar.

Mengikuti kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-Lapkin yang digelar oleh secara daring
melalui Zoom Meeting Bersama KPU RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi
pada tanggal 15 September 2025. Kegiatan berlangsung dengan pemaparan
Sosialisasi Aplikasi E-Lapkin KPU dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, Hasil
Evaluasi SAKIP KPU Tahun 2024 dari Inspektorat Utama, serta penyampaian
rencana Bimtek oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Melalui kegiatan ini,
diharapkan monitoring kinerja organisasi dapat dilakukan secara real time, terukur,
dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi.

Melakukan pelaporan kinerja melalui E-LAPKIN agar laporan kinerja yang dihasilkan
lebih transparan, akuntabel dan real time bagi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota. E-LAPKIN memudahkan pengumpulan data, validasi dan analitik

lintas satuan kerja.
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